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ABSTRAK

Secaya yuridis keselamatan dan kesehatan kerja telah di atur sebagaimana di dalam
undang-undang nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Permenaker Nomor
5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3 dan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Masalah yang
diangkat adalah Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha Toko Maulana 88
terhadap tenaga kerja harian lepas yang mengalami kecelakaan kerja, Apakah yang
menjadi kendala pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha Toko Maulana 88 terhadap
tenaga kerja harian lepas yang mengalami kecelakaan kerja, Bagaimanakah upaya
mengatasi kendala pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha Toko Maulana 88
terhadap tenaga kerja harian lepas yang mengalami kecelakaan kerja. Tipe penelitian
ini lebih bersifat Yuridis Empiris, maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat Socio-
Legal Approech. Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara purposive
sampling. Sebagai wujud tanggung jawab toko Maulana 88 selaku usaha agen penjual
kerupuk atas jaminan keselamatan kerja ialah bersedia memberikan biaya perobatan
sesuai tagihan yang di keluarkan akibat kecelakaan kerja yang di alami para
pekerjanya. Terdapat kendala akan yang di temui dalam memberikan tanggung jawab
atas keselamatan kerja seperti terbatasnya biaya. mengingat usaha toko Maulana 88
bukan usaha besar hanya industri rumahan dan karyawannya pun hanya berjumlah 5
orang dengan kesepakatan kerja sistem upah harian Rp. 35.000,00.- (tiga puluh lima
ribu rupiah). Adapun upaya mengatasi kendala dengan menyiapkan kas keselamatan
pekerja, dimana nantinya gaji pekerja akan kita potong yang biasanya Rp.35.000,00.-
(tiga puluh lima ribu rupiah) upah harian menjadi Rp.32.000,00.- (tiga puluh dua ribu
rupiah) artinya setiap pekerja di potong sebesar Rp.3000,00.- (tiga ribu rupiah).
Pemotongan tersebut nantinya bisa setiap saat di gunakan apabila ada pekerja saya
mengalami kecelakaan kerja seperti terkena minyak panas akibat pengorengan dan
butuh biaya perobatan maka uang tersebut diberikan kepada pekerja. Saran yang
dikemukakan hendaknya perlu adanya upaya perlindungan tenaga kerja. perlindungan
tenaga kerja, maupun diluar hubungan kerja melalui jaminan keselamatan dan
kesehatan kerja (K3). K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya
kerja sama, saling pengertian dan partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam
perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan,
kesehatan, dan keamanan kerja

Kata Kunci : Tanggungjawab Pelaku Usaha, Tenaga Kerja Harian Lepas,
Kecelakaan Kerja
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ABSTRACT

Juridically, occupational safety and health has been regulated as stated in law number
1 of 1970 concerning Occupational Safety, Permenaker Number 5 of 1996 concerning
K3 Management Systems and PP Number 50 of 2012 concerning Implementation of
Occupational Safety and Health Management Systems. The issues raised are How are
the responsibilities of the Maulana 88 Shop business actors towards casual daily
workers who experience work accidents, What are the obstacles to implementing the
responsibilities of the Maulana 88 Shop business actors towards casual daily workers
who experience work accidents, What are the efforts to overcome obstacles in carrying
out responsibilities the responsibility of the Maulana 88 Shop business actor to casual
daily workers who experience work accidents. This type of research is more of a
juridical-empirical nature, so this research approach is more of a socio-legal
approach. The sampling technique used was purposive sampling. As a manifestation of
the responsibility of the Maulana 88 store as a business agent selling crackers for work
safety guarantees, they are willing to provide medical expenses according to bills
issued due to work accidents experienced by their workers. There are obstacles that
will be encountered in giving responsibility for work safety such as limited costs.
considering that the Maulana 88 shop business is not a big business, it is just a home
industry and the employees only number 5 people with a work agreement on a daily
wage system of Rp. 35,000.00.- (thirty five thousand rupiah). As for efforts to overcome
obstacles by preparing workers' safety cash, where later we will cut workers' salaries,
which are usually Rp. meaning that each worker is deducted by Rp. 3000.00.- (three
thousand rupiah). This deduction can later be used at any time. If one of my workers
has a work accident, such as being exposed to hot oil due to frying and requires medical
expenses, the money will be given to the worker. The suggestions put forward should
be the need for labor protection efforts. labor protection, as well as outside the
employment relationship through occupational safety and health (K3) guarantees. K3
or occupational safety and health is an effort of cooperation, mutual understanding
and participation of employers and employees in the company to carry out joint duties
and obligations in the field of occupational safety, health and security.

Keywords: Responsibilities of Business Actors, Casual Daily Workers, Work
Accidents
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai
peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan
pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan
pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan
peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja
dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan
terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja
dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas
dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya
dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.t

Dalam suatu negara yang sedang membangun, keberadaan tenaga kerja
sebagai sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dari berbagai
komponen pembangunan yang satu dengan yang lainnya dimana tidak dapat
dipisahkan, akan tetapi dalam kenyataannya harus diakui bahwa tenaga kerja
merupakan komponen yang paling menonjol dalam sebuah lingkungan kerja.

Dengan demikian meningkatnya peran tenaga kerja dalam pembangunan

! Widyadharma, Ignatius R., Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hal.3
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nasional seringkali berakibat pada tingginya resiko yang mengancam
keselamatan dan kesehatan kerja, bahkan kesejahteraan tenaga kerja. Sehingga
dengan demikian, perlu adanya upaya perlindungan tenaga kerja. Perlindungan
tenaga kerja, maupun diluar hubungan kerja melalui jaminan keselamatan dan
kesehatan kerja (K3).

K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya kerja sama,
saling pengertian dan partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam perusahaan
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan,
kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas.
Secaya yuridis keselamatan dan kesehatan kerja telah di atur sebagaimana di
dalam undang-undang nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja,
Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3 dan PP Nomor
50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja.

Melalui K3 ini diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat yang
mencakup pada pribadi para karyawan, pelanggan dan pengunjung dari suatu
lokasi kerja sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja
sekalipun itu merupakan pekerja harian lepas. Pekerja harian lepas adalah pekerja
yang dipekerjaan untuk pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu
dan pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran. Sedangkan pekerja bulanan
adalah pekerja yang menerima upah/gaji pokok secara tetap setiap periode

pembayaran (umumnya bulanan).



Mengingat tenaga kerja harian lepas yang sifatnya hanya sementara
didasarkan pada kehadiran maka perlunya suatu jaminan keselamatan kerja,
karena melalui jaminan keselamatan kerja diharapkan dapat memberikan
ketenangan kerja dan dampak positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan
produktivitas tenaga kerja tersebut. Begitu pula dengan pekerja harian lepas yang
ada di Toko Maulana 88 Selaku Usaha Agen Penjual Kerupuk.

Toko Maulana 88 merupakan salah satu usaha rumahan (Home Industri)
dalam agen penjual kerupuk yang beralamat di Kecamatan Rantau Rasau
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Usaha Toko Maulana 88 tersebut ialah
dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat sekaligus mencari keuntungan atau laba. Adapun jenis
barang yang diperjualkan Toko Maulana 88 ialah barang yang berwujud
(Tangible) sehingga dapat diindra, seperti kerupuk udang keletek, kerupuk ikan,
peyek dan lain-lain. Selain itu Toko Maulana 88 juga banyak mempekerjakan
tenaga kerja tidak tetap.

Adapun kebijakan yang ditawarkan Toko Maulana 88 selaku usaha agen
penjual kerupuk terhadap pekerja harian lepas sesuai kesepakatan mengenai
upah/gaji yang di berikan yaitu upah/gaji hitungan perhari sebesar Rp.
35.000,00.- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang di bayarkan setiap hari Sabtu
dengan waktu 6 (enam) hari kerja menjadi total Rp. 210.000,00.- (dua ratus
sepuluh ribu rupiah) dan selama masa bekerja di Toko Maulana 88 pekerja harian

lepas, tersebut juga mendapatkan insentif/bonus sebesar Rp.200.000,00.- (dua
3



ratus ribu rupiah) apabila dalam pekerjaannya omset penjualan kerupuk
mengalami peningkatan setiap bulannya.

Disatu sisi walaupun kebijakan yang di tawarkan Toko Maulana 88 selaku
usaha agen penjual kerupuk sesuai kesepakatan dan upah/gaji di terima pekerja
harian lepas sudah mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan, tetapi
dalam realitanya tidak tertutupi kemungkinan masih saja ditemui berbagai
permasalahan dalam praktiknya. Seperti tidak di perhatikannya jaminan
keselamatan kerja. Apabila pekerja Toko Maulana 88 mengalami cidera akibat
terkena luka bakar dari minyak panas pengorengan lalu membutuhkan biaya
berobat maka dari pihak Toko Maulana 88 tidak memberikan bantuan apapun
selain gaji yang telah ditentukan, padahal selain upah gaji, jaminan keselamatan
kerja juga sangat diperlukan guna mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja
dengan memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Untuk itu perlu
adanya tanggungjawab pelaku usaha apabila jaminan keselamatan pekerjanya
tidak diberikan.

Berdasarkan pemaparan diatas, hal inilah yang menarik perhatian penulis
untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya
ilmiah Skripsi, dengan judul: Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap
Tenaga Kerja Harian Lepas Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di Toko

Maulana 88 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



B. Permasalahan
Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang
terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih
rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha Toko Maulana 88 terhadap
tenaga kerja harian lepas yang mengalami kecelakaan kerja ?

2. Apakah yang menjadi kendala pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha
Toko Maulana 88 terhadap tenaga kerja harian lepas yang mengalami
kecelakaan kerja ?

3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala pelaksanaan tanggung jawab
pelaku usaha Toko Maulana 88 terhadap tenaga kerja harian lepas yang
mengalami kecelakaan kerja ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab pelaku usaha Toko
Maulana 88 terhadap tenaga kerja harian lepas yang mengalami
kecelakaan kerja.

b. Untuk mengetahui dan memahami kendala tanggung jawab pelaku usaha
Toko Maulana 88 terhadap tenaga kerja harian lepas yang mengalami

kecelakaan kerja.



¢. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala tanggung
jawab pelaku usaha Toko Maulana 88 terhadap tenaga kerja harian lepas
yang mengalami kecelakaan kerja.
2. Tujuan Penulisan
a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum
mengenai Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Tenaga Kerja Harian
Lepas Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di Toko Maulana 88
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
D. Kerangka Konseptual
Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi
logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti
memberikan batasan istilah sebagai berikut :
1. Tanggungjawab
Tanggung jawab menurut kamus hukum merupakan kewajiban terhadap
segala sesuatunya fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak
sendiri atau pihak lain.? Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk
melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala

risiko dan perbuatan.

2 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2018, hal.182



2. Pelaku Usaha
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha.?
3. Toko Maulana 88
Toko Maulana 88 merupakan salah satu usaha rumahan (Home Industri) dalam agen
penjual kerupuk yang beralamat di Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung
Jabung Timur. Usaha Toko Maulana 88 tersebut ialah dengan tujuan menghasilkan
barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mencari
keuntungan atau laba. Adapun jenis barang yang diperjualkan Toko Maulana 88
ialah barang yang berwujud (Tangible) sehingga dapat diindra, seperti kerupuk
udang keletek, kerupuk ikan, peyek dan lain-lain.
4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tanjung Jabung Timur mempunyai luas wilayah 5.445 Km2. Secara administratif
Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73
Desa dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung

Jabung Timur adalah, Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara

3 Aisha Lien Saraswati. Tanggung Jawab Perusahaan Atas Kecelakaan Kerja Pekerja
Outsourcing Yang Tidak Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Universitas Airlangga. Jurist-
Diction, Volume 3, Nomor 4, 2020
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E.

Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih,
Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut, Kecamatan Dendang
dengan Ibu Kota Rantau Indah, Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara
Ilir, Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim, Kecamatan
Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya, Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota
Bandar Jaya, Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang, Kecamatan Nipah
Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang Il, Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota
Sungai Lokan.*
Landasan Teoritis
Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang
pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-
dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam
Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan
teori Tanggungjawab Perdata (Civil Liability) yaitu Tanggungjawab Perdata
sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen seseorang bertanggung jawab
secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung
jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi

dalam hal perbuatan yang bertentangan Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani

4 http://www.Kabupaten_Tanjung_Jabung_Timur.com/diakses pada tanggal 10 Januari
2023 Pukul 21.17 WIB



http://www.kabupaten_tanjung_jabung_timur.com/diakses

tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun
perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya.®

Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan
yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3
(tiga) ketegori sebagai berikut:

a. Tanggung jawab atasan

b. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam
tanggungannya

c. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah
tanggungannya.®

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan
sebagai berikut :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (Liability based on
fault)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata
khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas
tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah
untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika
orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek

5 Hans Kalsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada
Bandung, 2016, hal. 95
% Ibid, hal. 96-97



pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas vicarious
liability dan corporate liability.

Vicarious liability mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab
atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang
dibawah pengawasannya. Corporate liability memiliki pengertian yang sama
dengan vicarious liability. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu
kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang
diperkerjakannya. Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam
praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya.
Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau
pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa
kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktiann tersebut dilakukan
di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumtion of liability)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab
sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada
si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan
pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan. Berkaitan dengan prinsip
tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal 4 (empat)
variasi:

a. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat
membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
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b. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat
membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk
menghindari timbulnya kerugian

c. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat
membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya

d. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh
kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.

e. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (presumtion
nonliability principle).’

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu
bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen
yang sangat terbatas. Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus
yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran
aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat. Berdasarkan
penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan
bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang
diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa
kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum
sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang ia derita.

. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability)
Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip

tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah

" E Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan, Mandar Maju, Bandung, 2012,
hal. 37
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prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.
Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan
tidak ada pengecualiannya. Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu
jenis pertanggungjawaban Perdata (Civil Liability).2 Tanggung jawab perdata
merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum
untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.
Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi-ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara
objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan

sistematis, yaitu :

. Tipe Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data
Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian
ini lebih bersifat Yuridis Empiris suatu penelitian dengan cara memadukan
bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang
diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan® yaitu melihat

Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Yang

& Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), PT. Sinar Grafika, Jakarta,
2012, hal. 45
% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2015, hal.10
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Mengalami Kecelakaan Kerja Di Toko Maulana 88 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.
2. Pendekatan Penelitian
Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data
Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka pendekatan
penelitian ini lebih bersifat Socio-Legal Approech.’® Dengan melakukan
pendekatan terhadap masalah dengan menelaah dan menganalisis tentang
prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh
mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam
Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Yang
Mengalami Kecelakaan Kerja Di Toko Maulana 88 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.
3. Sumber Data
Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui :!!

a. Penelitian Lapangan (Field Research)
Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan

juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna
dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

10 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 72
11 1pbid, hal.90
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Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan
para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-
undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari
mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data
sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori
skripsi ini.
4. Tehnik Pengumpulan Data
Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat
pengumpul data, yaitu :

a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan
kepada objek yang diteliti, dengan melakukan pencatatan segala gejala atau
kejadian-kejadian yang diamati.

b. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana
terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada
responden Minimarket Gemilang.

c. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan
disusun secara sistematis di Toko Maulana 88.

5. Tehnik Penarikan Sampel
Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara purposive
sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan

kriterianya terlebih dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa
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sumber sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah

a. Pemilik Toko Maulana 88.

b. 3 (tiga) orang pekerja Toko Maulana 88.

. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian
dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian
tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode
kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk
uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti
tergambar dalam Bab IV pembahasan Skripsi.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5
(lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab
dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan
sistematika penulisan terdiri dari :

Bab | sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang
lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab
permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka
konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup

dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini
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dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-
bab berikut.

Selanjutnya Bab Il disajikan Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja
Harian Lepas yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Pengertian tenaga kerja harian
lepas, Macam-macam tenaga kerja, hak dan kewajiban pekerja harian lepas
dalam ketenagakerjaan, ketenagakerjaan menurut peraturan di indonesia.

Kemudian Bab Il disajikan Tinjauan umum tentang kesehatan dan
keselamatan kerja yang terdiri dari sub-sub bab yaitu, Pengertian kesehatan dan
keselamatan kerja, Kesehatan dan keselamatan kerja dalam hukum perdata, dan
pembatasan tanggung jawab perdata kesehatan dan keselamatan kerja.

Pada Bab 1V akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan
Tanggung jawab pelaku usaha Toko Maulana 88 Terhadap Tenaga Kerja Harian
Lepas Yang Mengalami Kecelakaan Kerja, Kendala tanggung jawab pelaku
usaha Toko Maulana 88 Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Yang Mengalami
Kecelakaan Kerja, Upaya mengatasi kendala tanggung jawab pelaku usaha Toko
Maulana 88 Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Yang Mengalami Kecelakaan
Kerja.

pada BAB V terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan

dan beberapa saran.
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BAB Il
TINJAUAN UMUM TENTANG
TENAGA KERJA HARIAN LEPAS

Pengertian Tenaga Kerja Harian Lepas

Pekerja Harian lepas adalah Pekerja yang bekerja pada Pengusaha untuk
melakukan suatu pekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah dalam hal waktu
maupun volume pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas
kehadiran Pekerja secara harian. Pegawai Harian Lepas (disingkat PHL) juga
disebut Honorer adalah pegawai yang telah-memenuhi syarat yang ditentukan,
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk ketenagakerjaan.

Sedangkan ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa
hubungan Kkerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun
pekerjaan berupa.'? Dari aspek hukum ketenagakerjaan merupakan bidang

hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja

12 Widyadharma, Ignatius R., Op Cit, hal.33
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dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan
yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik.
Masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti
pendidikan, kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif
rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia, karena
hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang
tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. Adapun 3 (tiga)
masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia :
1. Banyaknya Pengangguran
Disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan
lapangan kerja yang cukup, permasalah ini merupakan yang paling utama di
Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan
pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah
ini.
2. Lapangan kerja yang rendah timbul akibat jumlah angkatan kerja yang
produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan.
Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran.
3. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah
Tingkat pendidikan yang rendah baik formal maupun non formal.
Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah menyebabkan

ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi.
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4. Bicara tentang ketenagakerjaan tentunya masih banyak lagi yang dapat
dijadikan pembahasan. Sekilas pemaparan secara umum mengenai

pengertian, peraturan dan masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.™®

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain. Istilah Pekerja/ Buruh muncul untuk menggantikan
istilah Buruh pada zaman penjajahan Belanda. Karena pada masa ini, buruh
adalah sebutan untuk orang-orang pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan lain-
lain. Pemerintah Belanda dahulu menyebut buruh dengan blue collar (berkerah
biru), sedangkan untuk orang-orang pekerja halus seperti pegawai administrasi
yang duduk di kantor disebut white collar (berkerah putih).

Karena latar belakang tersebut, maka istilah buruh ini perlu diganti agar
lebih baik. Oleh karena itu kita merujuk pada Undang Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 pada penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa “yang disebut
golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja, dan lain-
lain badan kolektif”.

Oleh karena itu, disepakati istilah buruh diganti dengan pekerja karena
mempunyai dasar hukum yang kuat. Kemudian dengan diundangkannya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, istilah pekerja digandengkan dengan istilah buruh sehingga

13 1bid, hal. 34
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menjadi pekerja/buruh. Untuk kepentingan santunan jaminan kecelakaan kerja
dalam Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengertian pekerja menjadi
diperluas, yaitu :

1. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima
upah maupun tidak.

2. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali yang memborong adalah
perusahaan.

3. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.*

Sebagaimana halnya dengan pengertian pekerja, dalam Undang Undang
Ketenagakerjaan juga dijelaskan mengenai pengertian pengusaha dan
perusahaan. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha adalah:

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

3. Orang perseorangan, persekutuan,atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.*

Pengertian pengusaha ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengurus

perusahaan (orang yang menjalankan perusahaan) termasuk dalam pengertian

pengusaha, artinya pengurus perusahaan disamakan dengan pengusaha

(orang/pemilik perusahaan).'®

14 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,
hal. 58

15 Ibid, hal. 59

16 |bid, hal. 60
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Pengertian perusahaan sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 huruf b Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang
bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan
dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh
keuntungan dan/atau laba. Menurut Molengraaff perusahaan adalah keseluruhan
perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk
memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan
barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Sedangkan menurut Polak
dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat
diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Dengan adanya unsur pembukuan,
maka rumusan definisi perusahaan lebih dipertegas lagi sebab pembukuan
merupakan unsur mutlak yang harus ada pada perusahaan menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan. Laba adalah tujuan utama setiap perusahaan.’

Lingkup dari hukum perusahaan, yaitu bentuk usaha dan kegiatan usaha
perusahaan. Berdasarkan kriteria jumlah pemilik perusahaan diklasifikasikan
menjadi dua, yaitu perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan.
Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha,
sedangkan perusahaan persekutuan didirikan oleh beberapa orang pengusaha

yang bekerja sama dalam satu persekutuan. Apabila Kklasifikasi berdasarkan

7 1bid, hal. 61
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kepemilikannya, perusahaan dibagi menjadi perusahaan swasta yang didirikan
dan dimiliki oleh pihak swasta, sedangkan perusahaan negara didirikan dan
dimiliki oleh negara biasa disebut dengan BUMN. Berdasarkan klasifikasi
bentuk hukum, perusahaan dibagi atas perusahaan badan hukum dan perusahaan
bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum adalah kepemilikan swasta, yaitu
Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, adapula yang dimiliki oleh negara, yaitu
Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO).
Macam-Macam Tenaga Kerja

Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi beberapa jenis nih. Kita dapat
melihatnya melalui 2 (dua) aspek utama, yaitu aspek kemampuan dan
kualitasnya, atau berdasarkan status pekerjanya. Jika dilihat dari kemampuan dan
kualitas pekerja, maka tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi:

1. Tenaga Kerja Terdidik.
selain dokter masih banyak pekerjaan yang juga memerlukan pendidikan
formal Tenaga kerja ini memperolen kemampuannya dalam suatu bidang
dengan cara menempuh pendidikan formal. Contoh: Dokter, Arsitek.

2. Tenaga Kerja Terampil.
Supir truk dan bus adalah 2 pekerjaan yang membutuhkan keterampilan
Tenaga keja ini adalah tenaga kerja yang membutuhkan keahlian di bidang
tertentu dengan melalui pelatihan atau pengalaman kerja. Contoh: Sopir Bus,
Musisi

3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik & Tidak Terampil (Pekerja Kasar).
Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil, bekerja hanya mengandalkan
tenaga saja tanpa ada keunggulan lain. Contoh: Kuli. digolongkan
berdasarkan status pekerjaanya, maka tenaga kerja dapat digolongkan
menjadi 3 kelompok juga, yaitu Pekerja Lepas, atau biasa disebut dengan
freelance adalah orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada
suatu perusahaan. Pekerja Kontrak, seorang yang dipekerjakan oleh satu
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perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam
perjanjian tertulis.®

Pekerja Tetap, seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan untuk
jangka waktu tidak tertentu. Dari sekian banyak jenis dan tipe-tipe pekerjaan,
tidak serta merta ketenagakerjaan Indonesia terlepas dari suatu masalah. Berikut

ini adalah masalah yang jamak terjadi di Indonesia terkait ketenagakerjaan :

1. Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja
Infrastruktur dan pengajar yang baik adalah kunci memajukan pendidikan.
Pendidikan/pelatihan yang baik akan menghasilkan tenaga kerja yang baik,
Indonesia belum memiliki itu semua, karena itu masih banyak tenaga kerja
di Indonesia yang belum mampu menciptakan hasil produksi yang baik;

2. Jumlah Angkatan kerja yang Tidak Sebanding dengan Kesempatan Kerja
Meningkatnya angkatan kerja tidak diimbangi oleh banyaknya lapangan
kerja yang tersedia, menyebabkan beban tersendiri bagi sistem
perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung akhirnya berakhir
menjadi pengangguran;

3. Persebaran Kerja yang Tidak Merata
Karena kebanyakan warga Indonesia masih berpikiran “Jawa Sentris” maka
pembangunan dan pekerjaan terfokus di Jawa. Hal ini menyebabkan tidak
meratanya pembangunan dan belum maksimalnya pengembangan
sumberdaya di daerah lain.

4. Pengangguran
Terjadinya krisis ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan terkadang
membuat perusahaan tidak memiliki pilihan selain memutuskan tenaga
kerjanya. Ditambah dengan sempitnya lapangan pekerjaan membuat tenaga
kerja menganggur dan mengurangi potensi ekonomi.*®

C. Hak Dan Kewajiban Pekerja Harian Lepas Dalam Ketenagakerjaan

18 Agus Midah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori, Ghalia
Indonesia, Bogor, 2012, hal. 7
19 Darwin Prinst, Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia, PT. Citra, Bandung, 2010, hal.213
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Hak hak pekerja harian lepas dalam ketenagakerjaan yaitu memperoleh
upah. Hak Mendapatkan Kesempatan & Perlakuan yang Sama. Hak
Mendapatkan Pelatihan Kerja. Hak Penempatan Tenaga Kerja. Hak Memiliki
Waktu Kerja yang Manusiawi. Hak Mendapatkan Kesehatan & Keselamatan
Kerja. Hak Mendapatkan Kesejahteraan melalui perjanjian kerja, sedangkan
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau
pemberi kerja yang wajib mencantumi syarat-syarat kerja yang memuat hak dan
kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh, oleh karena itu penting bagi
pekerja/buruh untuk mengetahui dan paham akan hak-hak sebagai pekerja/buruh.
Adapun hak-hak tenaga kerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yaitu sebagai berikut :2°

a. Hak atas kesempatan dan perlakuan yang sama
Sesuai dengan Pasal 5 yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang
sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan Pasal 6 yaitu
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi dari pengusaha.

b. Hak untuk mendapatkan pelatihan kerja
Pada Pasal 11 tertulis bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh
dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai
dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

c. Hak atas penempatan tenaga kerja

20 Husni Lalu, Op Cit, hal. 105
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Pada Pasal 31 tertulis bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan
kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan
dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

d. Hak untuk melaksanakan kerja sesuai waktu yang ditentukan
Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Waktu kerja
meliputi:

1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku
bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu
kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu diatur pada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja.

Hak untuk istirahat dan cuti
Pengusaha wajib memberi: (a) waktu istirahat dan wajib diberikan kepada
pekerja/buruh paling sedikit meliputi:

1. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama
4 (empat) jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam
kerja; dan

2. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)

minggu.


https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/PP352021.pdf
https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/PP352021.pdf
https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/PP352021.pdf
https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/PP352021.pdf

Ketentuan waktu istirahat pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu diatur

lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan

Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan (b) Cuti yang wajib

diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu :

1.

Cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang
bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.

Cuti sakit, cuti dapat diberikan apabila pekerja/buruh sakit sehingga tidak
dapat melakukan pekerjaan.

Cuti haid, Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit
dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari
pertama dan kedua pada waktu haid.

Cuti bersalin, Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama
1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu
setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan
atau bidan.

Cuti keguguran, Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran
kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau
sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Cuti alasan penting, Pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja dengan alasan
sebagai berikut: (a) Pekerja/buruh menikah; (b) Menikahkan anaknya; (c)
Mengkhitankan anaknya; (d) Membaptiskan anaknya; (e)Isteri melahirkan
atau keguguran kandungan; (f) Suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau
menantu meninggal dunia; dan (g) Anggota keluarga dalam satu rumah

meninggal dunia

f. Hak untuk melaksanakan ibadah
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Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/
buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya

Hak atas kesehatan dan keselamatan kerja

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

1. keselamatan dan kesehatan kerja;

2. moral dan kesusilaan; dan

3. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai

agama.

Hak atas upah yang layak

Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan
berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya, oleh
karena itu Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan
kesepakatan yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Hak atas kesejahteraan

Sesuai dengan Pasal 99 yaitu setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Oleh karena itu merujuk pada Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial pada Pasal 15 tertulis bahwa Pemberi Kerja secara
bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada
BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Selain itu untuk
meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha
wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan serta membentuk koperasi
pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan.

Hak kebebasan berserikat

Sesuai dengan Pasal 104 yaitu setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan
menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Hak untuk melakukan mogok kerja
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Hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yaitu melakukan
mogok Kerja secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja
dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib
memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

Hak atas pesangon bila di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang
pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang

seharusnya diterima.

Selain dari hak-hak pekerja di atas, terdapat beberapa hak bagi para pekerja
perempuan, adapun Hak khusus bagi perempuan yaitu:

1. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan
memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari
pertama dan kedua pada waktu haid. (Pasal 81)

2. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu
setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu
setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter
kandungan atau bidan. (Pasal 82)

3. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan
berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai
dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

4. Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi
kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus

dilakukan selama waktu kerja. (Pasal 83)
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Untuk mendapatkan hak-hak pekerja, tentu saja seorang pekerja harus
memenuhi kewajiban seorang pekerja terlebih dahulu, Kewajiban bagi
pekerja/buruh diatur pada KUHPerdata, yaitu:2

1. Buruh wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan menurut
kemampuannya dengan sebaik-baiknya. Jika sifat dan luasnya pekerjaan
yang harus dilakukan tidak dirumuskan dalam perjanjian atau reglemen,
maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan. (Pasal 1603)

2. Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan izin
majikan ia dapat menyuruh orang lain menggantikannya. (Pasal 1603a)

3. Buruh wajib menaati aturan-aturan pelaksana pekerjaan dan aturan-
aturan yang dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan
majikan yang diberikan oleh atau atas nama majikan dalam batas-batas
aturan perundang-undangan, perjanjian atau reglemen, atau jika ini tidak
ada, dalam batas-batas kebiasaan. (Pasal 1603b)

4. Pada umumnya buruh wajib melakukan atau tidak melakukan segala
sesuatu yang dalam keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak
dilakukan oleh seorang buruh yang baik. (Pasal 1603d).

Kemudian Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum segala
aspek kehidupan bangsa Indonesia diatur oleh hukum termasuk dalam hubungan
industrial yang menyangkut tenaga kerja. Pengaturan ini demi terpenuhinya hak
para tenaga kerja agar tidak terjadi eksploitasi dan pelanggaran terhadap tenaga
kerja. Hukum perburuhan sekarang ini disebut dengan istilah ketenagakerjaan,

sehingga hukum perburuhan sama dengan hukum ketenagakerjaan. Di Indonesia

21 Zainal Asikin, Op Cit, hal. 84
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pengaturan hukum Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.?

Hukum ketenagakerjaan atau perburuhan merupakan bagian dari hukum
pada umumnya, Sebagai bagian dari hukum pada umumnya atau memberikan
batasan pengertian hukum ketenagakerjaan atau perburuhan tidak terlepas dari
pengertian hukum pada umumnya. Berbicara tentang batasan hukum, para ahli
saat ini belum ada menemukan batasan yang baku serta memuaskan semua pihak
tentang hukum. Hal ini dikarenakan hukum memiliki bentuk dan cakupan yang
sangat luas. Bentuk dan cakupan yang luas ini menjadikan hukum dapat diartikan
dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda.?® Menurut Soetikno, hukum
perburuhan/ketenagakerjaan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan
hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi
ditempatkan dibawah perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-
keadaan penghidupan yang langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja
tersebut.?*

Imam  Soepomo  sendiri memberikan pengertian hukum
perburuhan/Ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis
maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seorang bekerja

pada orang lain dengan menerima upah. Dengan kata lain, hukum perburuhan

22 Widyadharma, Ignatius R., Op Cit, hal.1

23 L_alu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan — Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta,
2015, hal. 20

24 Abdussalam, H.R., Op Cit, hal. 14
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adalah seperangkat aturan dan norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang
mengatur pola hubungan industrial antara pekerja atau buruh.?®

Sedangkan menurut Mollenaar, hukum perburuhan adalah bagian dari
hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dan
majikan, buruh dengan buruh dan buruh dengan penguasa. Dari pengertian
hukum perburuhan diatas hukum ketenagakerjaan memiliki beberapa unsur
yaitu:

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.

2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan
pengusaha atau majikan.

3. Adanya orang bekerja pada dan dibawah orang lain dengan mendapat
upah sebagai balas jasa.

4. Mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan
sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja atau
buruh dan sebagainya.?®

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi mengenai
Hukum Ketenagakerjaan atau Perburuhan. Akan tetapi dalam Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah hal
yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah
masa kerja. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum

Ketenagakerjaan adalah serangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis

25 1bid, hal. 15
%6 1bid, hal. 17
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yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum kerja (pre employment), pada
saat kerja (during employment) dan sesudah kerja (post employment).?’

Peraturan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan
dijelaskan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Peraturan
tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal
dan manusiawi

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan
daerah

3. Memberikan pelindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013
menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk
memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Lebih lanjut, tenaga kerja
dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Tenaga Kerja Terdidik
Tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau
khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan. Sebagai contoh: dosen,
dokter, guru, pengacara, akuntan dan sebagainya.

2. Tenaga Kerja Terlatih
Tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus
yang diperoleh dari pengalaman dan latihan. Sebagai contoh: supir,
tukang jahit, montir dan sebagainya.

3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih

27 Zainal Asikin, Op Cit, hal. 146
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Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga, tidak memerlukan
pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Sebagai contoh: kuli,
pembantu rumah tangga, buruh kasar dan sebagainya.

Klasifikasi diatas mendorong pengaturan terkait pelatihan kerja
sebagaimana diatur dalam Bab V Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2013, agar kualifikasi tenaga kerja Indonesia dapat semakin baik.
Dalam pelaksanaan ketenagakerjaan, pelaku usaha dan tenaga kerja mengikatkan
diri dalam suatu hubunga hukkum melalui ikatan atau perjanjian kerja yang
sudah disepakati oleh kedua belah pihak, bersifat tertulis atau lisan dan dilandasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
Hak dan kewajiban antara pengusaha dan tenaga kerja juga menjadi perhatian
demi menciptakan keamanan dan kenyamanan saat melakukan aktivitas
pekerjaan.

Apabila timbul perselisinan antara pengusaha dan tenaga kerja, maka
hukum yang mengatur adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Setiap
bentuk perselisihan memiliki cara atau prosedur yang berlaku dan harus diikuti

oleh kedua belah pihak baik itu melalui cara berunding, mediasi, konsiliasi,

arbitrase maupun diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.
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BAB Il1
TINJAUAN UMUM TENTANG
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Pengertian Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya kita untuk
menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi
probabilitas kecelakaan kerja /penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan
demotivasi dan dan defisiensi produktivitas kerja. Menurut Undang Undang
Pokok Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1960 Bab | Pasal I,
Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi Kesehatan yang bertujuan agar masyarakat
pekerja memperoleh derajat Kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani ,rohani
maupun social, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau
gangguan Kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja
maupun penyakit umum dalam bentuk tanggungjawab.

Sedangkan, pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran

manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang
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tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan
kesadaran akan kewajiban. Definisi tanggung jawab secara harafiah dapat
diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-
apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang
berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.
Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah merupakan bagian dari
kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung
jawab.8

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
kewajiban terhadap segala sesuatunya; fungsi menerima pembebanan sebagai
akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.?® Pada hakikatnya hanya masing-
masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul
akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi
atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubadzir”’. Suatu masyarakat yang
tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak
diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu
mengenali hakikat kebebasan.

Menurut George Bernard Shaw Orang yang dapat bertanggungjawab
terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah

orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak

28 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Tanggung Jawab, Sinargrafika, Jakarta, 2011, hal.13
29 Tim Pustaka Gama. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018, hal.739
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manapun atau secara bebas dan Menurut Carl Horber Orang yang terlibat dalam

organisasi-organisai  seperti ini adalah mereka yang melaksanakan

tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua
birokrat  adalah  perlindungan  sebagai  ganti  tanggung  jawab,

Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan

perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan

pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.*°

Adapun jenis Tanggung jawab dapat dibedakan menurut keadaan manusia
atau hubungan yang dibuatnya. Atas dasar ini, lalu dikenal beberapa jenis
tanggung jawab diantaranya :

1. Tanggung Jawab Terhadap Allah SWT vyaitu Allah SWT menciptakan
manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk
mengisi kehidupannya, manusia mempunyai tanggung jawab langsung
terhadap perintah Allah SWT. Sehingga tindakan atau perbuatan manusia
tidak bisa lepas dari pengawasan Allah SWT yang dituangkan dalam kitab
suci AlQur'an melalui agama islam. Pelanggaran dari hukuman-hukuman
tersebut akan segera diperingati oleh Allah dan jika dengan peringatan yang
keraspun manusia masih juga tidak menghiraukannya maka Allah akan
melakukan kutukan. Contohnya: Seorang muslim yang taat kepada

agamanya maka ia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kepada

30 Mahrus Ali, Op Cit, hal. 57
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Allah. Karena ia menghindari hukuman yang akan ia terima jika tidak taat
pada ajaran agama.

. Tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya karena pada
hakekatnya, kehidupan inipun merupakan amanah dari Allah SWT. Oleh
karenanya, seorang mukmin senantiasa meyakini, apapun yang Allah
berikan padanya, maka itu merupakan amanah yang kelak akan dimintai
pertanggung jawaban dari Allah.

. Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri seperti menuntut kesadaran setiapp
orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan
kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan
masalah-masalah kemanusian mengenai dirinya sendiri. Contohnya: Rudi
membaca sambil berjalan. Meskipun sebentar-bentar ia melihat ke jalan
tetap juga ia lengah dan terperosok ke sebuah lubang. la harus beristirahat
dirumah beberapa hari. Konsekuensi tinggal dirumah beberapa hari
merupakan tanggung jawab ia sendiri akan kelengahannya.

. Tanggung Jawab kepada Keluarga terdiri dari suami-istri, ayah-ibu dan
anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota
keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini
menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan
kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Contohnya: Dalam
sebuah keluarga biasanya memiliki peraturan-peraturan sendiri yang bersifat

mendidik, suatu hal peraturan tersebut dilanggar oleh salah satu anggota
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keluarga. Sebagai kepala keluarga (Ayah) berhak menegur atau bahkan
memberi hukuman. Hukuman tersebut merupakan tanggung jawab terhadap
perbuatannya.

. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat Pada hakekatnya manusia tidak bisa
hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai
makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus
berkomunikasi denhan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian
manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai
tanggung jawab tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan
perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
Contohnya: Safi’i terlalu congkak dan sombong, ia mengejek dan menghina
orang lain yang mungkin lebih sederhana dari pada dia. Karena ia termasuk
dalam orang yang kaya dikampungnya. la harus bertanggung jawab atas
kelakuannya tersebut. Sebagai konsekuensi dari kelakuannya tersebut, Safi’i
dijauhi oleh masyarakat sekitar.

. Tanggung Jawab Terhadap Bangsa dan Negara bahwa setiiap manusia, tiap
individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berfikir, berbuat,
bertindak, bertinggah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-
ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya
sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab
kepada negara. Contohnya: Dalam novel “Jalan Tak Ada Ujung” karya

Muchtar Lubis, Guru Isa yang terkenal sebagai guru yang baik, terpaksa
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mencuri barang-barang milik sekolah demi rumah tangganya. Perbuatan
guru Isa ini harus pula dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, kali
perbuatan itu diketahui ia harus berurusan dengan pihak kepolisian dan

pengadilan.®

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan
melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan
sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan
sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa
yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena
kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan
(concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah
bercampur baur (interminglend).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa
mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya
baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan
kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat

perbuatannya.®?

31 1bid, hal. 60-65

32 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 2014, hal.95
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Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata Keselamatan dan kesehatan kerja adalah kondisi
yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat
kerja. Resiko keselamatan kerja merupakan aspek-aspek dari dari lingkungan
kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong,
luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan
pendengaran.l Kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari
kondisi yang bebas dari fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh
lingkungan kerja. Resiko kesehatan kerja merupakan faktor-faktor dalam
lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang telah ditentukan,
ingkungan kerja dapat menyebabkan atau membuat stress emosi dan gangguan
fisik.

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan
merugikan fisik seseorang atau kerusakan hak milik yang disebabkan kontrak
dengan energy (kinetik, listrik, kimiawi dan lain-lain) yang melewati ambang
batas dari benda atau bangunan. Kemdian Dalam hukum perdata tanggung jawab
seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum memiliki ruang lingkup
yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan
hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan Undang-
Undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan
undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang

tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum
40



bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang

dirugikan.

Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata) membagi masalah
pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 (dua)
golongan yaitu:

1. Tanggung jawab langsung, hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Dengan adanya interprestasi yang luas sejak tahun 1919 (Arest Lindenbaun
vs Cohen) dari Pasal 1365 KUHPerdata ini, maka banyak hal-hal yang
dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini
terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar
ganti rugi.

2. Tanggung jawab tidak langsung, menurut Pasal 1367 KUHPerdata, seorang
subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan
hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan
oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berda di
bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh
perbuatan melawan hukum dalam hukum pedata, pertanggung jawabannya
selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain
atau kepada Negara, tergantung siapa yang melakukannya.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua
macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on fault) dan
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pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability without fault) yang
dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strick
liabiliy). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung
arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan
karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah
bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat
langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan
melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh
seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu
sebagai perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, Perbuatan melawan
hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) dan
perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Maka model tanggung jawab hukum adalah dengan unsur kesalahan
(kesengajaan dan kelalaian) sebagaimanapun terdapat dalam Pasal 1365
KUHPerdata, yaitu “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.3

33 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Komentar-Komentar Lengkap
Pasal Demi Pasal, Politeia, Jakarta, 2015, hal. 191
% |bid, hal.192
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Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian
sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata yaitu “setiap orang
bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya,
tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.%®

Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam
Pasal 1367 KUHPerdata yaitu Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk
kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk
kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi
tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah
pengawasannya, seperti :

1. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan
oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa
mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali,

2. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk
mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian
yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di
dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya,

3. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang
kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka

selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka.®

% |bid, hal.193
3 Mahrus Ali, Op Cit, hal. 102
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Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru
sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat
mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Selain
dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdata melahirkan
tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasti. Diawali dengan
adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban.

Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak
yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar
kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai
(wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum
berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan
perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan
kewajiban yang bersumber pada hukum.

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat
bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka.
Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggungjawab sendiri
sebenarnya “mubadzir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap
individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu
menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat

kebebasan.
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Menurut George Bernard Shaw Orang yang dapat bertanggungjawab
terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah
orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak
manapun atau secara bebas dan Menurut Carl Horber Orang yang terlibat dalam
organisasi-organisai  seperti ini adalah mereka yang melaksanakan
tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua
birokrat  adalah  perlindungan  sebagai  ganti  tanggung  jawab,
Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan
perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan
pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.®’

Pembatasan Tanggung Jawab Perdata Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Pembatasan tanggung jawab kesehatan Dan Keselamatan Kerja atau sering
juga disebut dengan limitation of liability merupakan bentuk pengecualian
tanggung jawab. Pengecualian tanggung jawab dalam bentuk membatasi
tanggung jawab terhadap kerugian. Pembatasan tanggung jawab yang seperti ini
sesuai dengan salah satu prinsip tanggung jawab yaitu tanggung jawab
berdasarkan atas unsur kesalahan (liability based on fault), yang mana seseorang
dapat diminta pertanggung jawabannya berdasarkan unsur kesalahan yang
dilakukannya. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan terdapat

dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata.3®

37 Mahrus Ali, Op Cit, hal. 57
38 |bid, hal. 224
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Pengecualian tanggung jawab untuk menghindari tanggung jawab terhadap
tuntutan ganti rugi dari debitur dalam bentuk pembatasan tanggung jawab
merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang, contohnya dalam perjanjian
pengiriman barang "ganti rugi hanya terhadap kehilangan barang tidak termasuk
kerusakan", perjanjian jual-beli "Garansi berlaku selama 1 tahun tidak termasuk
baterai dan charger"” dan lain-lain. Kreditur dengan membatasi tanggung jawab
untuk menghindari kewajibannya telah merampas hak-hak daripada sidebitur dan
telah menyalahgunakan keadaan lemah atau ketidakberdayaan sidebitur.

Dalam pembatasan tanggung jawab yang seperti ini terdapat itikad tidak
baik yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Yang mana hal ini
bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Pengalihan tanggung jawab
merupakan perbuatan mengalihkan, memindahkan, mengganti, menukar atau
mengubah tanggung jawab kepada pihak lain. Contoh pengalihan tanggung
jawab ini dapat kita lihat pada perjanjian perparkiran yang menyatakan bahwa
pengelola perparkiran tidak bertanggung atas kehilangan kendaraan yang
diparkir, sehingga kerugian akibat hilangnya kendaraan pada area perparkiran
merupakan tanggung jawab daripada sipemilik (pemakai jasa atau layanan
perpakiran). Pengalihan tanggung jawab yang mencantumkan Kklausula
pengalihan tanggung jawab diatas sangat merugikan sipemakai jasa atau layanan
perparkiran (konsumen) yang mana kendaraan yang diparkir berada dalam

kekuasaan sipengelola perparkiran (Pasal 1706 KUH Perdata).
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Oleh Undang-Undang pengecualian tanggung jawab dalam bentuk
pengalihan tanggung jawab yang merupakan tanggung jawabnya dengan cara
atau alasan apapun adalah perbuatan yang dilarang. Dalam pasal 18 huruf (a)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula yang menyatakan
pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Menurut penulis bahwa pelarangan pencantuman klausula yang
menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah sudah tepat
karena tanpa dicantumkannya klausula pengalihan tanggung jawab dalam
perjanjian, maka tanggung jawab itu akan berakhir sesuai dengan ketentuan yang
diatur oleh undang-undang, sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, atau
berakhirnya perjanjian. Seperti contoh perparkiran diatas, bahwa tanggung jawab
atas kehilangan atau kerusakan atas mobil yang diparkir akan beralih kepada
sipemilik kendaraan ketika sipemakai jasa dan layanan perparkiran keluar dari
perparkiran.

Untuk perjanjian yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab
maka hal itu oleh Undang-Undang klausula tersebut batal demi hukum atau
klausulua tersebut dianggap tidak pernah ada. Maka ketentuan mengenai
tanggung jawab tetap berpedoman kepada perjanjian yang disepakati (tidak
bertentangan dengan Undang-Undang). Dalam suatu perjanjian baku (sepihak)
pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab bertujuan untuk membebaskan

kreditur dari tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh debitur apabila debitur
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bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang) atau perjanjian yang telah
disepakati atau keadaan yang tidak dikehendaki kreditur (force majure).
Pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab ini pun hanya terjadi sepihak
yaitu oleh pihak kreditur, sedangkan debitur tidak memiliki hak untuk dilepaskan
dari tanggung jawab jika kreditur bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang)
atau perjanjian yang telah disepakati atau keadaan yang tidak dikehendaki
kreditur (Force Majure).3

Sehingga hal ini dipandang sebagai suatu perjanjian yang tidak seimbang.
Klausula pelepasan tanggung jawab dalam perjanjian selain sebagai bentuk
akibat dapat juga bertujuan sebagai peringatan kepada debitur untuk tidak
bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang) atau perjanjian yang telah
disepakati. Klausula ini seharusnya berlaku untuk kedua belah pihak, baik
kreditur maupun debitur karena baik kreditur maupun debitur dapat bertindak
diluar ketentuan atau perjanjian yang disepakati. Hukum ketenagakerjaan atau
perburuhan merupakan bagian dari hukum pada umumnya, Sebagai bagian dari
hukum pada umumnya atau memberikan batasan pengertian hukum
ketenagakerjaan atau perburuhan tidak terlepas dari pengertian hukum pada
umumnya. Berbicara tentang batasan hukum, para ahli saat ini belum ada
menemukan batasan yang baku serta memuaskan semua pihak tentang hukum.

Hal ini dikarenakan hukum memiliki bentuk dan cakupan yang sangat luas.

% R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 2009, hal. 138
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Bentuk dan cakupan yang luas ini menjadikan hukum dapat diartikan dari
berbagai sudut pandang yang berbeda-beda.*

Menurut Soetikno, hukum perburuhan/ketenagakerjaan adalah keseluruhan
kumpulan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang
mengakibatkan ~ seseorang  secara  pribadi  ditempatkan  dibawah
perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang
langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja tersebut.*!

Imam  Soepomo - sendiri memberikan pengertian hukum
perburuhan/Ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis
maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seorang bekerja
pada orang lain dengan menerima upah. Dengan kata lain, hukum perburuhan
adalah seperangkat aturan dan norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang
mengatur pola hubungan industrial antara pekerja atau buruh.*?

Sedangkan menurut Mollenaar, hukum perburuhan adalah bagian dari
hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dan
majikan, buruh dengan buruh dan buruh dengan penguasa. Dari pengertian
hukum perburuhan diatas hukum ketenagakerjaan memiliki beberapa unsur
yaitu:

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.

2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan
pengusaha atau majikan.

40 Husni Lalu, Op Cit, hal. 20
41 Abdussalam, H.R., Op Cit, hal. 14
%2 1bid, hal. 15
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3. Adanya orang bekerja pada dan dibawah orang lain dengan mendapat
upah sebagai balas jasa.

4. Mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan
sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja atau
buruh dan sebagainya.*

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi mengenai
Hukum Ketenagakerjaan atau Perburuhan. Akan tetapi dalam Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah hal
yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah
masa kerja. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum
Ketenagakerjaan adalah serangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis
yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum kerja (pre employment), pada
saat kerja (during employment) dan sesudah kerja (post employment).*

Peraturan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan
dijelaskan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Peraturan
tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal
dan manusiawi

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga

kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan
daerah

3 1bid, hal. 17
44 Zainal Asikin, Op Cit, hal. 146
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3. Memberikan pelindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013
menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk
memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Lebih lanjut, tenaga kerja
dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Tenaga Kerja Terdidik yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu
atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan. Sebagai contoh:
dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan dan sebagainya.

2. Tenaga Kerja Terlatih yang memiliki keahlian pada bidang tertentu
atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan. Sebagai
contoh: supir, tukang jahit, montir dan sebagainya.

3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih yang mengandalkan
tenaga, tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih
dahulu. Sebagai contoh: kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar dan
sebagainya.

Klasifikasi diatas mendorong pengaturan  terkait pelatihan kerja
sebagaimana diatur dalam Bab V Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2013, agar kualifikasi tenaga kerja Indonesia dapat semakin baik.
Dalam pelaksanaan ketenagakerjaan, pelaku usaha dan tenaga kerja mengikatkan
diri dalam suatu hubunga hukkum melalui ikatan atau perjanjian kerja yang
sudah disepakati oleh kedua belah pihak, bersifat tertulis atau lisan dan dilandasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
Hak dan kewajiban antara pengusaha dan tenaga kerja juga menjadi perhatian

demi menciptakan keamanan dan kenyamanan saat melakukan aktivitas

pekerjaan.
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Sehingga hal ini dipandang sebagai suatu perjanjian yang tidak seimbang.
Klausula pelepasan tanggung jawab dalam perjanjian selain sebagai bentuk
akibat dapat juga bertujuan sebagai peringatan kepada debitur untuk tidak
bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang) atau perjanjian yang telah
disepakati. Klausula ini seharusnya berlaku untuk kedua belah pihak, baik
kreditur maupun debitur karena baik kreditur maupun debitur dapat bertindak
diluar ketentuan atau perjanjian yang disepakati. Hukum ketenagakerjaan atau
perburuhan merupakan bagian dari hukum pada umumnya, Sebagai bagian dari
hukum pada umumnya atau memberikan batasan pengertian hukum
ketenagakerjaan atau perburuhan tidak terlepas dari pengertian hukum pada
umumnya. Berbicara tentang batasan hukum, para ahli saat ini belum ada
menemukan batasan yang baku serta memuaskan semua pihak tentang hukum.
Hal ini dikarenakan hukum memiliki bentuk dan cakupan yang sangat luas.
Bentuk dan cakupan yang luas ini menjadikan hukum dapat diartikan dari
berbagai sudut pandang yang berbeda-beda.*®

Menurut Soetikno, hukum perburuhan/ketenagakerjaan adalah keseluruhan
kumpulan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang
mengakibatkan ~ seseorang  secara  pribadi  ditempatkan  dibawah
perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang

langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja tersebut.*®

4 Husni Lalu, Op Cit, hal. 20
46 Abdussalam, H.R., Op Cit, hal. 14
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Imam  Soepomo  sendiri memberikan pengertian hukum
perburuhan/Ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis
maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seorang bekerja
pada orang lain dengan menerima upah. Dengan kata lain, hukum perburuhan
adalah seperangkat aturan dan norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang
mengatur pola hubungan industrial antara pekerja atau buruh.*’

Sedangkan menurut Mollenaar, hukum perburuhan adalah bagian dari
hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dan
majikan, buruh dengan buruh dan buruh dengan penguasa. Dari pengertian
hukum perburuhan diatas hukum ketenagakerjaan memiliki beberapa unsur yaitu

Apabila timbul perselisihan antara pengusaha dan tenaga kerja, maka
hukum yang mengatur adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Setiap
bentuk perselisihan memiliki cara atau prosedur yang berlaku dan harus diikuti
oleh kedua belah pihak baik itu melalui cara berunding, mediasi, konsiliasi,

arbitrase maupun diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

BAB IV
TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP TENAGA KERJA
HARIAN LEPAS YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA
DI TOKO MAULANA 88 KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

7 1bid, hal. 15
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Tanggung Jawab Pelaku Usaha Toko Maulana 88 Terhadap Tenaga Kerja
Harian Lepas Yang Mengalami Kecelakaan Kerja

Mengingat pekerja merupakan ujuk tombak suatu usaha, meskipun
pekerjaannya sifatnya hanya sementara maka perlunya suatu jaminan
keselamatan kerja, karena melalui jaminan keselamatan kerja diharapkan dapat
memberikan ketenangan kerja dan dampak positif terhadap usaha peningkatan
disiplin dan produktivitas tenaga kerja tersebut. Begitu pula dengan pekerja yang
ada di Di Toko Maulana 88 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Toko Maulana 88 merupakan salah satu usaha rumahan (Home Industri)
dalam agen penjual kerupuk yang beralamat di Kecamatan Rantau Rasau
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Usaha Toko Maulana 88 tersebut ialah
dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat sekaligus mencari keuntungan atau laba. Adapun jenis
barang yang diperjualkan Toko Maulana 88 ialah barang yang berwujud
(Tangible) sehingga dapat diindra, seperti kerupuk udang keletek, kerupuk ikan,
peyek dan lain-lain. Selain itu Toko Maulana 88 juga banyak mempekerjakan
tenaga kerja tidak tetap.

Menurut Bapak Ismail selaku Pemilik Toko Maulana 88 mengatakan :
“Memang hubungan kerja di Toko Maulana 88 berjalan dengan baik mulai dari
kwalitas kerja dan kesepakatan upah/gaji yang di terima sebagian besar sudah

berjalan dengan lancar dan terarah kepada target yang sudah digariskan. Akan
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tetapi walaupun sudah mencapai sasaran dan target yang sudah ditetapkan,
namun dalam praktiknya tidak tertutupi kemungkinan masih saja ditemui
berbagai permasalahan. di tahun 2022 saja sudah terdapat 5 (lima) permasalahan
yang di hadapi Toko Maulana 88”.48

Selanjutnya adapun kebijakan yang ditawarkan Toko Maulana 88 selaku
usaha agen penjual kerupuk terhadap pekerja harian lepas sesuai kesepakatan
mengenai upah/gaji yang di berikan yaitu upah/gaji hitungan perhari sebesar
Rp.35.000,00.- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang di bayarkan setiap hari Sabtu
dengan waktu 6 (enam) hari kerja menjadi total Rp.210.000,00.- (dua ratus
sepuluh ribu rupiah) dan selama masa bekerja di Toko Maulana 88 pekerja harian
lepas, tersebut juga mendapatkan insentif/bonus sebesar Rp.200.000,00.- (dua
ratus ribu rupiah) apabila dalam pekerjaannya omset penjualan kerupuk
mengalami peningkatan setiap bulannya.

Disatu sisi walaupun kebijakan yang di tawarkan Toko Maulana 88 selaku
usaha agen penjual kerupuk sesuai kesepakatan dan upah/gaji di terima pekerja
harian lepas sudah mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan, tetapi
dalam realitanya tidak tertutupi kemungkinan masih saja ditemui berbagai
permasalahan dalam praktiknya. Seperti lebih banyaknya permintaan pekerja
agar di perhatikannya jaminan keselamatan kerja. Apabila pekerja Toko Maulana

88 mengalami cidera akibat terkena luka bakar dari minyak panas pengorengan

48 Wawancara Bapak Ismail Selaku Pemilik Toko Maulana 88. Pada Selasa, 10 Januari
2023 Pukul 10.00 WIB
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lalu membutuhkan biaya berobat maka dari pihak Toko Maulana 88 tidak
memberikan bantuan apapun selain gaji yang telah ditentukan, padahal selain
upah gaji, jaminan keselamatan kerja juga sangat diperlukan guna mewujudkan
kesejahteraan tenaga kerja dengan memperhatikan perkembangan kemajuan
dunia usaha. Untuk itu perlu adanya tanggungjawab pelaku usaha apabila
jaminan keselamatan pekerjanya tidak diberikan.

Menurut Bapak Sukirman, selaku pekerja pekerja harian lepas Toko
Maulana 88 Agen Penjual Kerupuk mengatakan : “Kami sebagai pekerja Toko
Maulana 88 sudah bekerja selama 2 tahun tidak ada diberikan yang nama jaminan
keselamatan Kkerja, apabila kami cidera akibat terkena luka bakar dari minyak
panas penggorengan kami tetap meminta bantuan berupa biaya perobatan kepada
pihak Toko Maulana 88, apabila tidak di penuhi maka pekerja lainnya kompak
akan melakukan mogok kerja sebagai aksi protes”.*

Selanjutnya menurut Ibu Fatimah selaku pekerja pekerja harian lepas Toko
Maulana 88 Agen Penjual Kerupuk menjelaskan: “Memang apabila salah satu
dari kami sabagai pekerja ada yang mengalami kecelakaan dalam bekerja, pihak
Toko Maulana 88 bersedia memberikan biaya perobatan sesuai tagihan yang di
keluarkan meskipun itu diluar kesepakatan kerja. Tetapi biaya tersebut di potong

dengan gaji kami sendiri”.>®

49 Wawancara Bapak Sukirman, selaku pekerja pekerja harian lepas Toko Maulana 88
Agen Penjual Kerupuk. Pada Selasa, 10 Januari 2023 Pukul 11.15 WIB

0 Wawancara Ibu Fatimah selaku pekerja pekerja harian lepas Toko Maulana 88 Agen
Penjual Kerupuk. Pada Selasa, 10 Januari 2023 Pukul 12.30 WIB
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Menurut Bapak Ismail selaku Pemilik Toko Maulana 88 mengatakan:
“Pihak Toko Maulana 88 memang tidak menanggung resiko atas terjadinya
kecelakaan kerja, mengingat usaha kami bukan usaha besar hanya industri
rumahan dan karyawan yang kami punya pun hanya berjumlah 5 (lima) orang
dengan kesepakatan kerja hanya sistem upah saja harian. Akan tetapi apabila ada
pekerja membutuhkan biaya perobatan sesuai tagihan yang dikeluarkan akibat
kecelakaan kerja kami pasti memberikannya sebagai wujud tanggung jawab
kami”.>

Berdasarkan hal tersebut penulis menilai bahwa pihak Toko Maulana 88
Selaku Usaha Agen Penjual Kerupuk telah melakukan upaya tanggungjawabnya
dengan baik hal ini dilihat dari diberikannya biaya perobatan sesuai tagihan yang
di keluarkan akibat kecelakaan kerja apabila terjadi. Tetapi perlu adanya upaya
pemberian jaminan kecelakaan kerja yang bersifat tidak memotong gaji
pekerjanya.

Kendala Tanggung Jawab Pelaku Usaha Toko Maulana 88 Terhadap
Tenaga Kerja Harian Lepas Yang Mengalami Kecelakaan Kerja

Setiap usaha tentunya tidak pernah terlepas dengan adanya risiko, baik
dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Demi memberikan
perlindungan dengan adanya risiko ini adalah dengan tanggung jawab.

Tanggungjawab adalah sesuatu yang timbul karena adanya hubungan hukum

51 Wawancara Bapak Ismail Selaku Pemilik Toko Maulana 88. Pada Selasa, 10 Januari
2023 Pukul 10.00 WIB
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berkewajiban menanggung, memikul tanggungjawab, menanggung segala
sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.
Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan
perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberika
pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Begitu pula dengan Toko Maulana 88 selaku usaha agen penjual kerupuk,
apabila terjadi kecelakaan kerja sekecil apapun, pihak Toko Maulana 88 haruslah
bertanggung jawab. Akan tetapi terkait tanggungjawab yang sudah dilakukan
oleh Toko Maulana 88, tentunya terdapat kendala akan yang di temui.

Menurut Bapak Ismail selaku Pemilik Toko Maulana 88 mengatakan:
“Seharusnya pihak pekerja jangan hanya sekedar menuntut hak jaminan
kecelakaan kerja, tapi juga harus memperhatikan tempat ia bekerja, kendala kami
dalam memberikan tanggung jawab atas keselamatan kerja adalah terbatasnya
biaya. mengingat usaha kami bukan usaha besar hanya industry rumahan dan
karyawan yang kami punya pun hanya berjumlah 5 (lima) orang dengan
kesepakatan kerja hanya sistim upah saja harian Rp. 35.000,00.- (tiga puluh lima
ribu rupiah)”.5?

Berdasarkan hal tersebut penulis menilai bahwa pihak Toko Maulana 88
Selaku Usaha Agen Penjual Kerupuk memiliki keterbatasan biaya sebagai

kendalanya dan hanya bisa memberikan upah gaji saja diluar biaya keselamatan

52 Wawancara Bapak Ismail Selaku Pemilik Toko Maulana 88. Pada Selasa, 10 Januari
2023 Pukul 10.00 WIB
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kerja. Seseorang bertanggung jawab sebagaimana dikemukakan oleh pendapat
ahli Hans Kelsen secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia
memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab
atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan Situasi tertentu,
seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang
dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah
kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas
kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.>3

Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) ketegori sebagai
Tanggung jawab atasan, Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan
orang-orang dalam tanggungannya, Tanggung jawab pengganti dari barang-
barang yang berada di bawah tanggungannya.®*

Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (Liability Based
On Fault). Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum
perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas
tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah
untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika
orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek

%3 Hans Kalsen, Op Cit, hal. 96
% Ibid, hal. 97
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pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas Vicarious
Liability dan Corporate Liability.>®

Sejalan dengan teori di atas penulis menilai bahwa Tanggung jawab
pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya, Tanggung
jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

. Upaya mengatasi kendala tanggung jawab pelaku usaha Toko Maulana 88
Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Yang Mengalami Kecelakaan Kerja

Dari kendala dalam tanggung jawab yang di hadapi oleh Toko Maulana 88
selaku usaha agen penjual kerupuk atas jaminan keselamatan kerja tentunya Toko
Maulana 88 telah  melakukan upaya dalam mengatasi kendala tersebut
sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak Ismail selaku Pemilik Toko Maulana
88 mengatakan: “Pihak Toko Maulana 88 selama ini telah berkomitmen dan
berupaya mengatasi kendala dengan menyiapkan kas keselamatan pekerja,
dimana nantinya gaji pekerja akan kita potong yang biasanya Rp.35.000,00.-
(tiga puluh lima ribu rupiah) upah harian menjadi Rp.32.000,00.- (tiga puluh dua
ribu rupiah) artinya setiap pekerja di potong sebesar Rp.3.000,00.- (tiga ribu
rupiah). Pemotongan tersebut nantinya bisa setiap saat di gunakan apabila ada
pekerja saya mengalami kecelakaan kerja seperti terkena minyak panas akibat
pengorengan dan butuh biaya perobatan maka uang tersebut diberikan kepada

pekerja”.®

%5 Ibid, hal. 98
%6 Wawancara Bapak Ismail Selaku Pemilik Toko Maulana 88. Pada Selasa, 10 Januari
2023 Pukul 10.00 WIB
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Hukum ketenagakerjaan atau perburuhan merupakan bagian dari hukum
pada umumnya, Sebagai bagian dari hukum pada umumnya atau memberikan
batasan pengertian hukum ketenagakerjaan atau perburuhan tidak terlepas dari
pengertian hukum pada umumnya. Berbicara tentang batasan hukum, para ahli
saat ini belum ada menemukan batasan yang baku serta memuaskan semua pihak
tentang hukum. Hal ini dikarenakan hukum memiliki bentuk dan cakupan yang
sangat luas. Bentuk dan cakupan yang luas ini menjadikan hukum dapat diartikan
dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda.>’

Menurut Soetikno, hukum perburuhan/ketenagakerjaan adalah keseluruhan
kumpulan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan Kkerja yang
mengakibatkan ~ seseorang  secara  pribadi  ditempatkan  dibawah
perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang

langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja tersebut.>®

7 Husni Lalu, Op Cit, hal. 20
%8 Abdussalam, H.R., Op Cit, hal. 14
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A

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sebagai wujud tanggung jawab toko Maulana 88 selaku usaha agen penjual

kerupuk atas jaminan keselamatan kerja ialah bersedia memberikan biaya
perobatan sesuai tagihan yang di keluarkan akibat kecelakaan kerja yang di

alami para pekerjanya.

. Terdapat kendala akan yang di temui dalam memberikan tanggung jawab

atas keselamatan kerja seperti terbatasnya biaya. mengingat usaha toko
Maulana 88 bukan usaha besar hanya industri rumahan dan karyawannya
pun hanya berjumlah 5 orang dengan kesepakatan kerja sistem upah harian

Rp. 35.000,00.- (tiga puluh lima ribu rupiah).

. Adapun upaya mengatasi kendala dengan menyiapkan kas keselamatan

pekerja, dimana nantinya gaji pekerja akan kita potong yang biasanya
Rp.35.000,00.- (tiga puluh lima ribu rupiah) upah harian menjadi
Rp.32.000,00.- (tiga puluh dua ribu rupiah) artinya setiap pekerja di potong
sebesar Rp.3000,00.- (tiga ribu rupiah). Pemotongan tersebut nantinya bisa
setiap saat di gunakan apabila ada pekerja saya mengalami kecelakaan kerja
seperti terkena minyak panas akibat pengorengan dan butuh biaya perobatan

maka uang tersebut diberikan kepada pekerja.
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Saran

Perlu adanya upaya perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja,
maupun diluar hubungan kerja melalui jaminan keselamatan dan kesehatan kerja
(K3). K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya kerja sama,
saling pengertian dan partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam perusahaan
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan,

kesehatan, dan keamanan kerja.
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